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40.169 KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI ACEH BESAR TERIMA 
BANTUAN PANGAN CADANGAN BERAS TAHAP I 2024  

 

 
Sumber gambar: aceh.tribunnews.com 

 

JANTHO - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTP, MM 

secara resmi melakukan launching penyaluran bantuan pangan cadangan beras 

pemerintah tahap I tahun 2024, sekaligus menyerahkan langsung bantuan secara simbolis 

kepada 1.039 warga Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (31/1/2024). Muhammad Iswanto 

menjelaskan, bahwa penyaluran bantuan pangan pemerintah tahap I tahun 2024, sebagai 

upaya membantu masyarakat kurang mampu, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. "Jadi 

bantuan ini juga untuk menekan angka inflasi, dalam hal ini pemerintah kembali 

menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar melalui 

Bappenas dan Bulog yang disalurkan lewat Kantor PT Pos Indonesia," katanya. 

Ia menyebutkan, untuk penyaluran tahap pertama, Kabupaten Aceh Besar 

mendapatkan 40.169 keluarga penerima manfaat (KPM). "Alhamdulillah, khusus 

Kecamatan Peukan Bada diperuntukkan untuk 26 gampong dengan jumlah KPM 1.039,” 

sebutnya. “Maka, saya selalu mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur dan dalam 

keadaan apa pun, pemerintah tidak pernah tutup mata," ucap Iswanto. Muhammad 

Iswanto mengungkapkan, sebelum penyaluran bantuan pangan cadangan beras, sudah 

melakukan koordinasi dengan Dinas Pangan Aceh Besar agar menvalidkan data 

penerima. "Sehingga penyalurannya bisa cepat dilakukan dan tepat sasaran," ungkapnya. 

Sementara itu, pimpinan PT Pos Indonesia cabang pembantu Peukan Bada, 

Nurzamaluddin mengatakan, PT Pos Indonesia menjadi salah satu yang menerima 

penugasan dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram. 

Di mana, kata dia, di tahun 2024 pihaknya diberikan tugas untuk menyalurkan 

bantuan beras kepada 530.914 KPM di seluruh Aceh. “Untuk Kabupaten Aceh Besar 

berjumlah 40.169 KPM dan khusus Kecamatan Peukan Bada, ada 1.039 KPM yang 

berhak menerima bantuan tersebut," pintanya. 

Di samping itu, Pimpinan Bulog Wilayah Aceh, Saldin Apryn menyampaikan, terkait 

stok beras saat ini Bulog memiliki 18.600 ton dan stok tersebut untuk disalurkan sampai 
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tiga bulan ke depan. "Beras yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras premium 

dan insya Allah para penerima mendapatkan beras yang kualitasnya bagus," paparnya. 

 

Sumber berita: 

https://aceh.tribunnews.com/2024/01/31/40169-kpm-di-aceh-besar-terima-bantuan-

pangan-cadangan-beras-tahap-i-2024 

 

Catatan: 

 Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, 

bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan 

pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam 

penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, 

rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.1  

 Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan 

Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.2  

 Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam 

mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis 

Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan 

dan gizi, dan kerja sama internasional.3  

 Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, 

adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya 

dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas 

saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat 

menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.4 

 Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:5  

a. kekurangan Pangan;  

b. gejolak harga Pangan;  

c. bencana alam;  

d. bencana sosial; dan/atau  

e. keadaan Darurat. 

 

 
1 Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran 
2 Ibid, Pasal 1 angka 2 
3 Ibid, Pasal 1 angka 3 
4 Ibid, Pasal 1 angka 5 
5 Ibid, Pasal 2 ayat (1) 
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 Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:6 

a. masyarakat miskin; dan/atau  

b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi. 

 Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:7  

a. beras; 

b. bawang; 

c. cabai; 

d. daging ungags; 

e. telur ungags; 

f. daging ruminansia;  

g. gula konsumsi; 

h. minyak goreng; dan/atau  

i. ikan kembung  

 Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional 

dapat menugaskan:8  

a. perum BULOG; dan /atau  

b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan  

 Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:9 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau  

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan  

 Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan 

dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim 

tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau 

menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian.10  

 Berdasarkan artikel tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerja sama 

dengan Badan Pangan Nasional, menyalurkan bantuan cadangan beras tersebut 

sebagai salah satu langkah untuk membantu masyarakat kurang mampu dan menekan 

angka inflansi. Bantuan pangan yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) 

untuk tersebut disalurkan untuk 40.169 penerima di Kabupaten Aceh Besar.  

 

 

 

 
6 Ibid, Pasal 3 ayat (1) 
7 Ibid, Pasal 5 ayat 
8 Ibid, Pasal 7 ayat (1) 
9 Ibid, Pasal 9 ayat 
10 Ibid, Pasal 8 ayat (2) huruf h 
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Disclaimer :  

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai 

sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum 

maupun pendapat suatu instansi 

 


